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Abstract 

Waste management plays an important role in urban development efforts in particulars one form of service to the 

public that is increasingly growing population so much influence on the increase in the amount of waste. In addition to the 

seriousness of the City Government in achieving the various achievements of Surabaya in tackling hygiene, there are several 

important things that affect its performance in maintaining and improving the quality of waste management in the region 

one of them is seen through its supervisory activities. The method used in this research is descriptive qualitative research 

sites in Department of Hygiene city of Surabaya. The data collection was done with interviews, documentation and 

observation. Then the validity of the data was tested through triangulation of data and assessment followed by combining the 

data and identifying the relationship between them so as to produce valid data. Results obtained from this study that the 

intensity of control conducted by Department of Hygiene in improving the quality of waste management in the city of 

Surabaya is already quite good, where it is seen from the overall internal controlling attached to that applied by Department 

of Hygiene and their role in implementing and through a variety of factors that affect efforts to improve the quality of its 

performance. 
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Pendahuluan 

Pada umumnya suatu negara terdiri dari 2 

bagian wilayah utama yaitu,  wilayah perkotaan 

maupun wilayah pedesaan. Perbedaan spesifik di 

tiap wilayah dapat dilihat berdasarkan jumlah 

penduduk, fasilitas-fasilitas, struktur ruang, dan 

lain sebagainya. Suatu kota besar cenderung dihuni 

oleh penduduk dalam jumlah yang cukup besar 

dibanding wilayah lainnya, hal ini dikarenakan 

wilayah perkotaan merupakan pusat pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 

ekonomi. Dengan jumlah penduduk yang cukup 

besar ini tentu harus diimbangi dengan pemenuhan 

berbagai kebutuhannya yang dapat dilihat dari 

berbagai aspek, diantaranya aspek sosial, politik, 

ekonomi, lingkungan, budaya serta aspek lainnya. 

Oleh karena itu, Pemerintah berperan penting 

dalam upaya pemenuhan berbagai kebutuhan 

penduduk untuk menjamin keberlangsungan hidup 

yang sejahtera seperti melalui usaha pembangunan, 

baik fisik maupun non fisik di pusat dan daerah.  

Dalam hal ini, Pemerintah bersama dengan pihak 

swasta maupun masyarakat, memiliki peranan yang 

saling berkaitan, namun kendali utama tetap berada 

pada Pemerintah sehingga dalam pelaksanaan 

kinerjanya harus menekankan pada pentingnya 

manajemen pemerintahan yang baik. Sejalan 

dengan itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) 

menyebutkan bahwa dalam konteks membangun 

manajemen pemerintahan publik yang bercirikan 

tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance), pengawasan merupakan aspek 

penting untuk menjaga fungsi pemerintahan 

berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan 

menjadi sama pentingnya dengan penerapan good 

governance itu sendiri.  

Kegiatan pembangunan pada berbagai sektor, 

dapat berpengaruh positif maupun negatif. Hal ini 

ditandai dengan adanya berbagai isu strategis yang 

sering dihadapi sebagai dampak pembangunan 

yang salah satunya adalah masalah persampahan, 

yang apabila tidak dikelola dengan baik maka 

dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan (air, 

tanah, dan udara) dan tidak tertutup kemungkinan 

dampak negatif yang ditimbulkannya berupa 

penyebaran penyakit yang berpengaruh terhadap 

kesehatan serta kelangsungan seluruh sumber daya 

yang ada.  

Hingga saat ini negara berkembang seperti 

Indonesia masih terbilang sulit mengatasi 

permasalahan sampah terlebih pada adanya 

kecenderungan wilayah perkotaannya yang 

memiliki jumlah penduduk yang banyak termasuk 

didalamnya penduduk tidak tetap yang melampaui 

daya dukung lingkungan sehingga jumlah sampah 

yang dihasilkan cukup banyak pula.  Sementara itu, 

lahan di wilayah perkotaan juga semakin sempit 

dan mahal sehingga Pemerintah kesulitan 

menyediakan tempat pembuangan sampah. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya permasalahan 

sampah yang dihadapi berbagai wilayah di 

Indonesia, salah satunya di Jakarta Selatan 

(melalui: www.tempo.co), terdapat banyak 

tumpukan sampah yang tidak seimbang dengan 

tempat pembuangan sampah yang disediakan 

Pemerintah untuk menampung sampah sementara. 

Hal ini menunjukkan bahwa persampahan cukup 

http://www.tempo.co/
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berpengaruh bagi pembangunan perkotaan yang 

lebih baik sehingga perlu mendapat perhatian yang 

serius oleh semua pihak, khususnya Pemerintah 

terlebih dengan adanya pembagian tanggungjawab 

antara pusat dan daerah dalam menangani hal 

persampahan yang juga termasuk bagian urusan 

mengenai lingkungan hidup seperti dijelaskan 

dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Pemerintah 

membentuk aturan khusus dalam hal persampahan 

ini yaitu Undang-Undang No. 18 tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah dan untuk semakin 

memperkuat landasan hukumnya di daerah, maka 

dibentuk Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai 

peraturan pelaksananya. 

Masalah persampahan juga dihadapi oleh 

berbagai negara di dunia, namun masing-masing 

negara terus berupaya mengembangkan inovasi 

penanganan masalah sampah seperti Negara 

Greenland, melalui penelitian yang dilakukan oleh 

Eisted dan Christensen (2013) manajemen sampah 

dimodelkan dengan EASEWASTE LCA (dengan 

perspektif siklus hidup) untuk mengatasi dampak 

dari pembuangan sampah di pembuangan terbuka 

dan pembakaran melalui incinerator. Selain itu 

(melalui: www.hijauku.com), di Amerika Serikat 

dan Uni Eropa penanganan sampah mengacu pada 

3 prinsip utama, yaitu : mencegah produksi sampah 

melalui penggunaan produk yang ramah 

lingkungan, mendaur ulang dan menggunakan 

kembali suatu produk dengan menentukan jenis 

sampah yang menjadi prioritas untuk diolah dan 

didaur ulang, dan memperbaiki cara pengawasan 

dan pembuangan sampah akhir. Di negara 

Indonesia sendiri penanganan sampah yang 

dilakukan mulai dari penerapan metode open 

dumping (tempat pembuangan sampah terbuka). 

Dalam perkembangannya, dilakukan pembuatan 

“Bank Sampah” diikuti dengan tiga usaha dasar 

meminimalisasi masalah sampah yaitu 3R yang 

berarti reduce (pengurangan), reuse (memakai 

kembali), dan recycle (mendaur ulang). Hal ini 

diikuti dengan upaya kerjasama antara 

Kementerian Lingkungan Hidup (melalui 

www.menlh.go.id) pada tahun 2014 ini dengan 

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga (TP PKK) dalam pengelolaan sampah 

rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah 

tangga.  

Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa 

Timur sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia 

setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk mencapai 

2.820.741 jiwa (hingga Mei 2014, melalui 

www.surabaya.go.id), dalam pelayanan 

penanganan sampah terpadu, salah satu upaya yang 

dilakukan Pemerintah Kota Surabaya adalah 

menetapkan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan 

Persampahan/Kebersihan. Selain itu, Pemerintah 

melakukan strategi kreatif, seperti membangun 

TPS (tempat pembuangan sementara) di tiap-tiap 

wilayah kota, membangun bank sampah, gerakan 

eco school, campus & office, gerakan Merdeka dari 

Sampah (MDS) serta Surabaya Green & Clean. 

Dari berbagai upaya tersebut, hingga saat ini 

(melalui www.kominfo.jatimprov.go.id), 

penerapan metode 3R telah berhasil mereduksi 

sampah masuk ke TPA sekitar 17%. Pemerintah 

telah membangun 17 rumah kompos, sehingga 

sampah diolah sendiri oleh warga dan diharapkan 

mampu  menekan volume sampah yang dibuang ke 

TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Pemerintah 

Kota Surabaya juga telah membuat 100 bank 

sampah aktif yang terbagi ke 28 kecamatan. Pada 

tahun 2013 (melalui: www.menlh.go.id), rencana 

Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan 

Pemerintah Kota Kitakyushu (Jepang) telah 

dilaksanakan sebagai upaya mengembangkan 

pengelolaan sampah dengan cara sampah dikelola 

menjadi kompos atau dimanfaatkan menjadi 

sumber listrik (Pembangkit Listrik Tenaga 

Sampah). Hal ini didukung dengan dikeluarkannya 

Peraturan Menteri ESDM No.19 Tahun 2013 

tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT 

Perusahaan Listrik Negara dari Pembangkit Listrik 

Berbasis Sampah Kota. Sementara pada tahun 2014 

(melalui: www.enciety.co), dengan terpilihnya 

Kota Surabaya sebagai pilot project “Kota Rendah 

Karbon (Low Carbon City)” pertama di Indonesia, 

kedua negara  juga melakukan kerjasama bilateral 

mengenai Joint Credit Mechanism (JCM atau 

Mekanisme Perkreditan Bersama) untuk kemitraan 

pertumbuhan rendah karbon dengan target Kota 

Surabaya mampu melakukan penurunan emisi gas 

karbon hingga 140.000 ton/tahun. Pemerintah Kota 

Surabaya saat ini juga tengah bekerjasama dengan 

swasta (PT Sumber Organik) dalam melakukan 

pengelolaan sampah Kota Surabaya untuk 

mengubah sampah menjadi gas metan, pupuk 

organik, dan listrik. 

Berbagai usaha pengelolaan sampah yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya 

membuahkan hasil yang cukup membanggakan. 

Pada tahun 2013 yang lalu (melalui 

www.antarajatim.com), Kota Surabaya kembali 

memperoleh penghargaan Adipura Kencana 

sebagai juara yang pertama untuk kategori Kota 

Metropolitan, setelah pada tahun 2012 dan tahun 

2011 yang lalu juga memperoleh penghargaan 

yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa  

penghargaan yang telah diterima oleh Kota 

Surabaya  menjadi sangat penting dan harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Pemerintah bersama 

dengan semua pihak dituntut agar semaksimal 

http://www.hijauku.com/
http://www.menlh.go.id/
http://www.surabaya.go.id/
http://www.kominfo.jatimprov.go.id/
http://www.menlh.go.id/
http://www.enciety.co/
http://www.antarajatim.com/
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mungkin dapat mempertahankan kualitas 

kebersihan Kota Surabaya dan adanya upaya untuk 

semakin meningkatkan hasil yang telah dicapai 

selama ini.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Perbandingan Jumlah Penduduk 

dan Sampah yang masuk ke TPA Benowo. 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada 

Gambar 1 terdapat hasil yang cukup memuaskan 

sebagai dampak positif yang diperoleh dari adanya 

“Bank Sampah” . Hal ini menunjukkan pula bahwa 

melalui berbagai upaya yang telah dilakukan dalam 

pengelolaan sampah Kota Surabaya telah 

membawa pengaruh yang positif sehingga jumlah 

sampah yang dibuang ke TPA juga berkurang dari 

jumlah biasanya.  

Namun, dari berbagai upaya yang telah 

dilakukan Pemerintah dalam pengelolaan sampah 

di Kota Surabaya, kenyataannya terdapat sisi 

negatif yaitu berdasarkan Laporan SLHD (Status 

Lingkungan Hidup Daerah) Kota Surabaya 2011, 

meskipun banyak prestasi yang telah dicapai Kota 

Surabaya dalam upaya pengelolaan sampah 

perkotaan, timbulan sampah perkotaan Surabaya 

yang masuk ke TPA Benowo tetap dalam jumlah 

yang cukup besar yaitu 1200 ton/hari dan sebagai 

satu-satunya lahan TPA yang dimiliki Surabaya, 

tinggi timbunan sampah di TPA Benowo sudah 

mencapai sekitar 15m sehingga diperkirakan akan 

menghasilkan gas CH4 (salah satu bahan perusak 

ozon yang menyebabkan pemanasan global) dalam 

jumlah yang besar pula. Permasalahan lainnya 

(melalui: www.surabayapost.co.id) yaitu hubungan 

kerjasama yang kurang berjalan dengan baik antara 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan (pihak 

Pemerintah yang berperan utama dalam 

pengelolaan sampah) dengan PT Sumber Organik 

(pelaksana pengolahan limbah di TPA Benowo) 

yang dikarenakan oleh pembayaran tipping fee 

yang membengkak setiap tahunnya, sementara 

pengelolaan sampah di TPA belum dilaksanakan 

dengan baik dan selanjutnya muncul masalah baru 

yaitu tidak diketahuinya salinan dokumen 

perjanjian pengelolaan sampah yang ada di TPA 

Benowo diantara kedua belah pihak yang menjadi 

pertanyaan besar di kalangan DPRD Kota 

Surabaya yang bertujuan untuk mengetahui 

sekaligus mengawasi progress pengelolaan sampah 

yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan. Dan masalah lainnya yang cukup 

penting (melalui www.kominfo.jatimprov.go.id), 

pada akhir tahun 2013 yang lalu Badan 

Lingkungan Hidup Jawa Timur sempat akan 

memberikan surat teguran kepada Walikota 

Surabaya dan mempertimbangkan pencabutan 

penghargaan Adipura Kencana yang diraih Kota 

Surabaya dikarenakan Pemerintah Kota Surabaya 

dinilai lalai dalam mengawasi pengolahan sampah 

di Surabaya, hal ini ditandai dengan adanya 

pembuangan air lindi dari TPA Benowo ke Kali 

Lamong yang melebihi baku mutu air sehingga 

mengakibatkan tercemarnya lingkungan di Kali 

Lamong. Namun masalah ini kemudian diupayakan 

oleh pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Surabaya dengan terus mengawasi PT Sumber 

Organik dan melakukan pengolahan IPAL 

sehingga air yang keluar ke Kali Lamong sudah 

jernih.  

Masalah sampah yang dihadapi Kota Surabaya 

menunjukkan bahwa selain masih kurangnya 

tingkat kepedulian masyarakat terhadap 

pengelolaan sampah mandiri, Pemerintah juga 

dalam melaksanakan manajemen pengelolaan 

sampah secara keseluruhan masih kurang baik. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik dalam 

mengetahui hal pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan 

sampah di Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan 

senyatanya fungsi pengawasan memiliki peranan 

yang sangat penting khususnya dalam mengatasi 

permasalahan sampah yang terjadi di tengah usaha 

Pemerintah untuk mempertahankan prestasinya dan 

meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Kota 

Surabaya. Dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah; Bab III tugas dan wewenang 

Pemerintah disebutkan bahwa Pemerintah memiliki 

peranan dalam menjamin terselenggaranya 

pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan 

lingkungan serta melakukan koordinasi antara 

lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha 

agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan 

sampah serta melakukan tindakan pengawasan 

secara serius. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan 

Daerah Kota Surabaya No. 10 tahun 2012 tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, 

dimana Walikota maupun Kepala Dinas terkait 

bertanggungjawab melakukan pembinaan dan 

pengawasan atas kegiatan penyelenggaraan 

kebersihan yang berupa bimbingan dan petunjuk 

baik teknis maupun operasional. Terkait hal 

pengawasan tersebut, sejalan dengan upaya 

http://www.surabayapost.co.id/
http://www.kominfo.jatimprov.go.id/
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Pemerintah Kota Surabaya dalam mencapai 

misinya yang ke 4 yaitu “Menjadikan Kota 

Surabaya yang semakin layak huni melalui 

pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara 

merata yang Berwawasan Lingkungan”, maka 

dengan mengacu pada RPJMD Kota Surabaya 

(2010-2015) disebutkan bahwa Peningkatan 

Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja 

dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan 

akuntabilitas dari instansi pemerintah kota serta 

mendorong terwujudnya praktik kepemerintahan 

yang baik dan bersih. Begitupula dalam 

mewujudkan reformasi birokrasi, fungsi 

pengawasan ini dapat mengikat keseluruhan proses 

manajemen pemerintahan, bahkan dalam era ke 

depan pengawasan menjadi unsur yang sangat 

penting dalam sistem hukum nasional (pada 

umumnya) dan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah di era otonomi luas (pada 

khususnya) serta selanjutnya ditujukan pada 

penyelenggaraan negara yang good corporate 

governance. Oleh karena itu, maka sebagai wujud 

pelayanan dan tanggungjawabnya kepada 

masyarakat, Pemerintah melalui pengelolaan 

sampah ini memang tidak lepas dari adanya 

pengaruh tindakan pengawasan yang baik agar 

dapat menghasilkan kinerja yang semakin hari 

semakin lebih baik. 

Sebagai  upaya dalam mengembangkan 

wilayah perkotaan melalui upaya mempertahankan 

dan meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, 

tentu harus diiringi dengan usaha pengawasan yang 

lebih intensif baik secara internal maupun secara 

eksternal yang berarti bagaimana keseriusan 

pengawasan yang dilakukan terutama oleh dinas 

yang bertanggungjawab melakukan pengawasan 

maupun pihak yang berasal dari luar pihak yang 

bertanggung jawab tersebut. Namun dengan 

memperhatikan kembali antara prestasi yang telah 

dicapai Kota Surabaya dalam hal kebersihan 

dengan berbagai masalah pengelolaan sampah yang 

terjadi menunjukkan bahwa pengawasan yang 

dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab 

utama melakukan pengawasan terhadap 

pengelolaan sampah di Kota Surabaya  masih 

kurang berjalan dengan baik. Hal inilah yang 

kemudian menjadi faktor utama lokus penelitian ini 

pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Surabaya, terlebih Kota Surabaya saat ini menjadi 

kota percontohan bagi Pemerintah Kota lainnya 

yang ada di Indonesia khususnya dalam hal  

pengelolaan sampah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sejauh mana intensitas pengawasan yang dilakukan 

oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam 

peningkatan pengelolaan sampah Kota Surabaya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan intensitas pengawasan yang 

berlangsung pada Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan dalam meningkatkan kualitas 

pengelolaan sampah kota Surabaya. Adapun 

manfaat penelitian ini, secara teoritis berupaya 

mengembangkan lebih lanjut kajian mengenai 

pengelolaan sampah berdasarkan UU No. 18 tahun 

2008 tentang Pengelolaan Sampah dan diharapkan 

serta memberikan sumbangan akademis dengan 

menghubungkan antara kajian teoritis dan 

fenomena empiris yang terjadi di lapangan dan 

secara praktis diharapkan dapat memberikan 

manfaat juga informasi bagi dinas yang terkait 

khususnya dalam peranannya sebagai pelaksana 

pengelolaan sampah dan penyedia fasilitas 

pelayanan kebersihan kepada masyarakat sehingga 

dapat  melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan terlebih dalam 

pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. 

Pengawasan 

Pengawasan merupakan salah satu bagian dari 

fungsi manajemen yang berperan dalam menjaga 

kelangsungan  kegiatan organisasi. Kathryn 

Bartol,dkk (2003:493) menyatakan bahwa fungsi 

pengawasan berkaitan dengan 3 fungsi manajemen 

utama lainnya yaitu perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), dan pengarahan 

(leading). Pengawasan dalam perencanaan 

berperan dalam menyesuaikan kinerja sehingga 

rencana dapat dicapai. Pengawasan dalam 

pengorganisasian dan pengarahan berperan dalam 

memastikan sumber daya yang digunakan untuk 

mencapai tujuan organisasi.  

Sondang P. Siagian (2008:257) menyatakan 

bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan dengan berbagai cara melalui 

pengamatan atau pemantauan secara langsung 

kegiatan operasional di lapangan, membaca 

laporan, dan dengan cara lainnya ketika kegiatan 

operasional berlangsung guna menjamin bahwa 

kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu 

pengawasan yang efektif lebih menjamin tindakan-

tindakan pencegahan yang diperlukan untuk 

meredam kemungkinan terjadinya deviasi sedini 

mungkin selama kegiatan operasional berlangsung. 

Hal ini sebagaimana pendapat Sondang P. Siagian 

(2007:130) 

Pada sektor publik, Aime Heene dkk 

(2005:178) berpendapat bahwa pemanfaatan atau 

penggunaan suatu pengawasan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan berguna untuk 

mengetahui kekurangan, hambatan-hambatan, 

kelemahan, kesalahan, atapun kegagalan suatu 

kegiatan pemerintahan, sehingga memudahkan 
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mencari solusi atau teknik mengatasinya. 

Pengawasan harus dilakukan baik pada tingkat 

pemerintahan tertinggi maupun pada tingkatan 

pemerintahan yang terendah karena kesalahan atau 

kekeliruan tidak mengenal adanya tingkat 

pemerintahan. Oleh sebab itu pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan harus berlangsung 

atau dilakukan secara terus-menerus. Pengawasan 

dibutuhkan keberadaannya dalam tubuh 

pemerintahan karena pengawasan merupakan pola 

tindakan dan pemikiran menetapkan suatu 

kebenaran. Keberhasilan pengawasan sangat 

tergantung pada peran penguasa atau pemerintah 

untuk memperlakukan berbagai sanksi kepada 

mereka yang ditugasi melaksanakan berbagai 

aktivitas pemerintahan namun tidak mentaati atau 

mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dukungan kekuasaan dalam 

melakukan bentuk pengawasan terhadap 

pelaksanaan aktivitas pemerintahan sebenarnya 

sangat efektif apabila menciptakan suatu kepatuhan 

dan kesadaran terhadap pentingnya peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Manfaat pengawasan menurut Sondang 

Siagian (2008:258), diharapkan dapat memberi 

masukan bagi pengambil keputusan untuk:  

- Menghentikan atau meniadakan kesalahan, 

penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, 

hambatan dan ketidakadilan.   

- Mencegah terulangnya kembali kesalahan, 

penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, 

hambatan dan ketidakadilan tersebut.  

- Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau 

membina yang telah baik untuk mencapai 

tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi organisasi dan pencapaian visi dan misi 

organisasi. 

Sementara hasil pengawasan itu sendiri 

memberikan manfaat bagi tersedianya bahan 

informasi bagi manajemen tentang situasi nyata 

dalam mana organisasi berada, dikenalinya faktor-

faktor pendukung terjadinya operasionalisasi 

rencana dengan efisien dan efektif, pemahaman 

tentang berbagai faktor yang menimbulkan 

kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan 

operasional, langkah-langkah apa yang segera 

dapat diambil untuk menghargai kinerja yang 

memuaskan, tindakan preventif apa yang segera 

dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak 

terus berlanjut.  

Pada organisasi kepemerintahan, pendekatan 

manajemen melalui penerapan tindakan 

pengawasan dalam birokrasi oleh Kathryn Bartol 

dkk (2003:506) disebutkan bahwa pengawasan 

birokrasi dilakukan dengan menggunakan 

aturan/regulasi, kebijakan, anggaran, jadwal, 

anggaran, sistem reward, mekanisme, dan 

sebagainya guna memastikan pegawai pemerintah 

menunjukkan perilaku yang diharapkan dan 

memenuhi standar kinerja. Peraturan dan kebijakan 

berperan dalam mengembangkan upaya 

penanganan terhadap suatu kondisi yang berulang. 

Dalam  melakukan tindakan pengawasan 

terdapat tahapan tertentu untuk menghasilkan 

pengawasan yang efektif. Tahapan ini oleh Kathryn 

Bartol, dkk (2003:495) dijelaskan melalui adanya 

level/tingkatan pengawasan yang terbagi ke dalam 

3 level, yaitu :  

(a) Strategic control (Top Management), 

pengawasan dilakukan dengan memperhatikan 

faktor lingkungan.  

(b) Tactical control (Middle Management), 

dilakukan penilaian pada tingkatan departemen 

dengan memperhatikan perencanaan taktis, 

hasil pengawasan, dan melakukan tindakan 

koreksi yang diperlukan. 

(c) Operational control (First Level 

Management), pengawasan dilakukan terhadap 

pelaksanaan rencana operasioanal, hasil 

pengawasan sehari-hari, dan melakukan 

koreksi apabila diperlukan.  

Pengawasan dalam penelitian ini merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh 

pimpinan tertinggi baik yang berada di dalam atau 

di luar organisasi yang dipengaruhi oleh adanya 

kekuasaan guna mendisiplinkan anggota/aparatur 

pada aturan tertentu dan memastikan apakah 

pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak, 

kemudian dilakukan tindakan korektif untuk hasil 

pengawasan tersebut yang menyimpang atau tidak 

sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang 

berupa tindakan perbaikan atau dalam upaya 

meningkatkan kualitas kinerja suatu organisasi.  

 

Intensitas Pengawasan 

Intensitas merupakan suatu keadaan tingkatan 

atau ukuran. Intensitas dapat dimengerti sebagai 

seberapa sering suatu kegiatan dilakukan sehingga 

menghasilkan suatu kondisi tertentu yang dapat 

dilihat dari seberapa intensnya pihak yang 

melakukan kegiatan tersebut. Kata “intens” dalam 

intensitas ini mengarah pada kondisi yang khusus 

atau serius. Jika intensitas ini dikaitkan dengan 

pengawasan, maka dapat dipahami sebagai suatu 

tindakan terus-menerus yang dilakukan disertai 

dengan perhatian khusus terhadap kegiatan yang 

sedang diawasi sehingga memberikan pengaruh 

atau manfaat tertentu yang diharapkan guna 

terlaksananya suatu kegiatan dengan baik serta 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi 

menjadi lebih baik sehingga organisasi semakin 

kuat dan berkembang.  Hal tersebut didukung 

dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara RI (2005) yang menyatakan 

bahwa intensitas di dalam pengawasan bertujuan 

untuk meningkatkan kinerja sekaligus pelayanan 
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kepada publik yang dilakukan oleh kelompok kerja 

khusus melalui pemaksimalan tugas oleh pejabat 

fungsional yang telah ada.  

Dalam penelitian ini intensitas pengawasan 

sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara 

berulang dan khusus oleh manajer (pimpinan) 

terhadap kinerja anggotanya agar sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai dalam upaya 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi 

tersebut dengan memperhatikan pada berbagai 

aspek yang mempengaruhinya. 

 

Kinerja Organisasi Publik 

Menurut Drucker dalam Bernardine 

(2007:112) kinerja adalah upaya memusatkan 

sumber-sumber yang tersedia dimana terletak hasil-

hasil yang berarti tidak membuat janji-janji yang 

tidak dapat dipenuhi. Pada sektor publik, dalam 

pandangan Sudiarto (2009) kinerja selalu dikaitkan 

dengan akuntabilitas mengingat bukti atau wujud 

nyata dari akuntabilitas adalah kinerja, yaitu hasil 

kerja yang dijanjikan kepada publik pada setiap 

tahun anggaran termasuk  yang dijanjikan dalam 

pemilu ataupun sumpah jabatan. Hal ini terkait 

dengan pemikiran/konsep masyarakat yang 

demokratis, dimana amanat yang diberikan oleh 

masyarakat kepada seseorang/sekelompok untuk 

mengatur kehidupan bermasyarakat, oleh karena 

itu seseorang/sekelompok orang tersebut harus 

mempertanggungjawabkannya kepada orang yang 

memberikan kepercayaan.  

Kinerja suatu organisasi dapat diketahui baik  

buruknya melalui adanya indikator kinerja itu 

sendiri yang tentunya bermanfaat bagi upaya 

organisasi untuk memperbaiki dan atau 

mempertahankan kualitas kinerja yang dihasilkan. 

Pengukuran kinerja organisasi publik bukan lagi 

hanya pada sektor input (seberapa banyak anggaran 

yang dikeluaran untuk belanja publik) dan 

outputnya (seberapa banyak produk/jasa dan 

layanan publik yang dihasilkan, tetapi lebih 

menekankan pada outcome atau dampak  (manfaat) 

yang dirasakan oleh masyarakat atas kinerja sektor 

publik serta mencakup dimensi inovasi dan 

pembelajaran dan proses internal organisasi, hal ini 

sebagaimana diungkapkan oleh Kaplan dan Norton 

dalam Sedarmayanti (2012:82). Selanjutnya, agar 

suatu organisasi dapat bertahan, maka organisasi 

harus mempersiapkan produk layanan dan 

memperlakukan konsumen dengan baik. Dalam hal 

ini Sedarmayanti (2012:261) mengemukakan 

kriteria efektivitas organisasi yang dapat dilihat 

berdasarkan: kualitas produk layanan, 

produktivitas, efisiensi, kepuasan, kemampuan 

beradaptasi, dan perkembangan organisasi.  

Dalam mengelola dan mengembangkan 

pelayanan publik di berbagai sisi kehidupan 

menjadi hal yang wajib bagi pejabat publik. Untuk 

itu, terdapat 2 pendekatan dalam penyediaan 

pelayanan publik menurut Lea dan Courtney dalam 

R. Ferry (2008:12) yaitu: pendekatan problem 

oriented teknokratis yang menekankan pada 

peningkatan kinerja lembaga-lembaga yang ada 

dalam memecahkan masalah perkotaan dan 

pendekatan ekonomi politik struktural yang 

menekankan permasalahan perkotaan dari aspek 

struktur ekonomi politik nasional dan internasional. 

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam upaya 

menyediakan fasilitas pelayanan publik, aktor 

publik bertanggung jawab untuk memperhatikan 

berbagai aspek yang mempengaruhi agar tidak 

menimbulkan permasalahan. 

Kinerja organiasi publik dalam penelitian ini 

merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh suatu 

organisasi dengan memanfaatkan seluruh sumber 

daya yang ada untuk merespon berbagai kebutuhan 

publik yang kualitasnya dipengaruhi oleh 

bagaimana produktivitas kerja organisasi tersebut 

dan bagaimana dampak yang diberikan kepada 

publik disesuaikan dengan apa yang telah 

direncanakan oleh organisasi tersebut sebelumnya. 

Kualitas Pengelolaan Sampah 

Pelaksanaan pengelolaan sampah mencakup 

sejumlah tahapan yang teratur dan di setiap 

tahapannya terdapat penanganan khusus yang pada 

akhirnya bertujuan untuk mengurangi jumlah 

sampah sehingga memudahkan pengelolaan lebih 

lanjut. Keteraturan pada setiap tahapan inilah yang 

akan mempengaruhi bagaimana kualitas 

pengelolaan sampah secara keseluruhan. Kualitas 

merupakan suatu capaian/manfaat yang diperoleh 

atas tindakan tertentu yang dipengaruhi oleh 

keseriusan pelaku suatu kegiatan dalam melakukan 

tindakannya. Menurut Kodoatie dalam Bambang 

Riyanto (2008:37), sampah adalah limbah atau 

buangan yang bersifat padat/setengah padat yang 

merupakan hasil sampingan dari kegiatan 

perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan 

maupun tumbuh-tumbuhan. Sementara dalam UU 

No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

sampah didefinisikan sebagai sisa sehari-hari 

kegiatan manusia dan/atau proses alam yang 

berbentuk padat. Selanjutnya, R. Ferry (2008: 108) 

menyatakan bahwa pada satu sisi, sampah 

dipandang sebagai barang buangan yang tidak 

berguna dan tidak bernilai ekonomis. Namun pada 

yang sisi lain jika dilihat dari pemahaman 

transformatif, sampah sebagai sumber daya dan 

bahan baku yang mempunyai nilai guna dan 

ekonomis. Terkait dengan penataan fungsi-fungsi 

kota dan wilayah, pengelolaan sampah juga 

menjadi salah satu bagian yang diperhitungkan 

dalam konsep, kebijakan, dan program 

pembangunan daerah baik dilihat dari aspek sosial, 

ekonomi, lingkungan hidup, dan tata ruang 
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wilayah. Oleh karena itu, setiap aktor publik  

dalam peranannya harus melakukan proses 

pelaksanaan yang tepat dan adanya antisipasi 

terhadap kemungkinan-kemungkinan tertentu yang 

akan terjadi.  

Pengelolaan sampah berarti adanya upaya 

yang berkesinambungan sehingga sampah dapat 

dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan 

dampak. Dalam UU No.18 tahun 2008, 

pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan 

yang sistematis dan menyeluruh, dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan 

penanganan sampah. Dalam teknik operasional 

sampah perkotaan, pengelolaan sampah dilakukan 

dengan sistem konvensional yang juga mengacu 

pada Standar Nasional Indonesia sebagaimana 

disebutkan dalam Bambang Riyanto (2008:45), 

yaitu: pewadahan, pengumpulan sampah, 

pengangkutan sampah, dan pembuangan akhir 

sampah. Secara khusus mengenai Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA), menjadi suatu bagian 

penting dalam proses pengelolaan sampah di kota. 

TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi 

secara aman agar tidak menimbulkan gangguan 

terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya 

diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang 

benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan 

baik. 

Dalam penelitian ini, kualitas pengelolaan 

sampah dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara teratur dalam mengelola sampah 

sehingga menciptakan suatu wilayah yang bersih 

dan nyaman. Adapun rangkaian kegiatan tersebut 

dimulai dari adanya perencanaan pengelolaan 

sampah hingga evaluasi terhadap kinerja 

pengelolaan sampah menuju pada perbaikan yang 

berarti, sehingga tidak hanya memperbaiki kinerja 

yang keliru tetapi juga meningkatkan kualitas 

pengelolaan sampah.  

   

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah 

tipe penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi 

penelitian ini dilakukan di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Surabaya. Sumber data yang 

digunakan berasal dari sumber data primer dan 

sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 

populasi target dan teknik penentuan informan 

yang digunakan adalah teknik purposive diikuti 

teknik snowball. Pengumpulan data dilakukan 

melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis selama di lapangan kemudian pemeriksaan 

keabsahan data menggunakan teknik triangulasi 

data. 

 

 

 

Pelaksanaan Pengelolaan Sampah 

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah 

yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan telah sesuai dengan ketetapan UU No. 

18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Surabaya tahun 2010-2015 serta 

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 tahun 

2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/ 

Persampahan, mulai dari kegiatan pengumpulan, 

pengangkutan dan pembuangan hingga upaya 

pengurangan dan penanganan sampah. Pihak Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan telah melakukan 

berbagai upaya untuk peningkatan pengelolaan 

sampah mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, 

pembangunan rumah kompos, dan sebagainya yang 

membawa pencapaian tidak hanya dapat dilihat 

dari sejumlah prestasi yang diperoleh tetapi juga 

sebagian masyarakat menerapkan pengelolaan 

sampah mandiri/rumah tangga dengan baik serta 

pelayanan yang baik kepada masyarakat. Namun, 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam 

melaksanakan tanggungjawabnya mengalami 

beberapa kendala utama seperti dalam hal 

peningkatan jumlah penduduk dan diikuti dengan 

sikap sebagian masyarakat yang masih kurang mau 

berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan 

sampah mandiri serta dalam hal biaya untuk 

pengelolaan sampah yang terbatas.  

 

Intensitas Pengawasan Pengelolaan Sampah 

Pengawasan yang baik dalam setiap kegiatan 

pemerintah memberikan pengaruh terhadap 

pembentukan kualitas kinerja pemerintahan yang 

baik dan bersih. Berkaitan dengan itu, maka dapat 

dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan 

dalam pengelolaan sampah di Kota Surabaya sudah 

cukup baik, hal ini dapat dilihat dari keseriusan 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai pihak 

yang bertanggung jawab dalam melakukan 

pengelolaan sampah dan memberikan pelayanan 

kebersihan kepada masyarakat, adanya penetapan 

tugas dan fungsi pada masing-masing bidang pada 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan sehingga 

pengawasan dapat dilakukan dengan jelas, adanya 

partisipasi dari berbagai pihak mulai dari 

Pemerintah (baik dari internal Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan maupun instansi pemerintah 

terkait termasuk Walikota Surabaya). masyarakat, 

dan swasta yang cukup aktif membantu 

pengawasan pengelolaan sampah baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Dari sisi 

internal Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 

intensitas pengawasan yang dilakukan sudah 

terlaksana dengan baik. Pengawasan yang 

dilakukan berlangsung setiap hari oleh Kepala 

Dinas hingga pada masing-masing pegawai dalam 

instansi tersebut. Selanjutnya dalam menerapkan 

pengawasan yang efektif, Dinas Kebersihan dan 
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Pertamanan secepatnya menangani setiap keluhan 

yang ada serta dalam menangani berbagai 

penyimpangan pengelolaan sampah ini, pihaknya 

melakukan tindakan korektif mendasar berupa 

sosialisasi dan yustisi yang dilaksanakan oleh tim 

khusus.   

 

Standarisasi Pengawasan 

Adanya ketentuan khusus yang menjadi 

standar acuan suatu tindakan pengawasan baik 

secara tertulis ataupun tidak tertulis dapat 

menentukan apakah suatu tindakan pengawasan 

baik secara tertulis ataupun tidak tertulis dapat 

menentukan apakah suatu pengawasan itu sudah 

terlaksana dengan baik atau belum. Dalam hal ini 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum 

menetapkan standar baku yang khusus mengenai 

pengawasan penegelolaan sampah, namun secara 

keseluruhan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

sudah mengarah pada standar pengawasan yang 

baik  , dilihat dari adanya laporan-laporan rutin dan 

pengawasan internal yang bersifat melekat dalam 

organisasi. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

melakukan tugas dan tanggung jawabnya hanya 

berdasarkan tugas dan fungsi, ketetapan undang-

undang serta beberapa ketentuan yang tidak 

tertulis. Baerdasarkan data yang diperoleh 

ditunjukkan bahwa dalam upaya pengelolaan 

sampah Kota Surabaya saat ini telah diberlakukan 

Peraturan Daerah No. 10 tahun 2012 tentang 

Retribusi  Palayanan Kebersihan/Persampahan dan 

tengah disusun pula Peraturan Daerah tentang 

Pengelolaan Kebersihan , tetapi pada kenyataannya 

masih cukup banyak pula masyarakat yang belum 

memenuhi kewajiban membayar retribusi ini. 

Adapun standar tidak tertulis yang menjadi acuan 

pangawasan pengelolaan sampah oleh Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan dilihat berdasarkan 

teknis pelaksanaannya  yaitu jumlah pekerja yang 

ada di lapangan, jam pengangkutan, waktu 

pelaksanaan yang teratur dan sebagainya. 

Kemudian Dinas Kbersihan dan Pertamanan juga 

mengawasi pihak swasta yang bekerjasama dalam 

melakukan pengelolaan sampah dan adanya tim 

khusus yang mengawasi masyarakat. 

  

Sumber Daya Pengelolaan Sampah 

Kegiatan pengelolaan sampah dapat berjalan 

dengan baik jika didukung dengan ketersediaan 

sumber daya yang cukup/memadai dan seimbang 

sehingga dapat memepertanggungjawabkan 

kinerjanya melalui pelayanan kebersihan yang 

diberikan kepada masyarakat . Dalam hal ini 

sumber daya yang mempengaruhikinerja Dinas 

Kbersihan dan Pertamanan yaitu sumber daya 

manusia yang sudah memeadai jumlahnya dan 

diberikan pelatihan khusus serta pembekalan sesuai 

bidangnya, sumberdaya financial yang diperoleh 

tidak hanya dari dana Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah tetapi juga dari adanya Coorporate 

Social Responsibility namun masih kurang 

mencukupi khususnya dalam memfasilitasi 

pengelolaan sampah, sumber daya sarana dan 

prasarana sudah cukup memadai namun 

membutuhkan kualitas yang lebih baik sementara 

pendanaan yang terbatas sehingga harus dilakukan 

secara bertahap, sistem pengelolaan sampah yang 

diterapkan sudah cukup baik, dan faktor eksternal 

seperti cuaca dianggap cukup mempengaruhi 

pelaksanaan proses pengelolaan sampah. 

  

Upaya Peningkatan Kualitas Pengelolaan 

Sampah 

Sebagaimana tindakan pengawasan yang 

diterapkan merupakan salah satu bagian 

manajemen kinerja organisasi, maka pengawasan 

ini diarahkan pada adanya upaya perbaikan ketika 

ditemukan penyimpangan dan juga perbaikan guna 

meningkatkan kualitas kinerjanya. Dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat melalui pengelolaan sampah ini banyak 

upaya yang dilakukan yaitu, Dinas Kbersihan dan 

Pertamanan tidak hanya mengembangkan inovasi 

terhadap pengelolaan kebersihan sebagai wujud 

kepekaannya untuk menciptakan kenyamanan bagi 

masyarakat yang menerima pelayanannya, tetapi 

juga merespon dengan baik setia keluhan yang 

diterima dari berbagai pihak dan selanjutnya segera 

menangani keluhan tersebut, kemudian 

mengalokasikan anggaran dana dengan sebaik 

mungkin, melibatkan semua pihak guna 

mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah di 

Kota Surabaya, meningkatkan pengawasan 

terhadap pengelolaan sampah keseluruhan, 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan 

menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik 

seperti upaya memperbanyak jumlah depo sampah 

dan juga rumah kompos sebanyak jumlah 

kecamatan yang ada di Surabaya yang juga 

memiliki alat untuk Pembangkit Listrik Tenaga 

Sampah. 

 

Hasil Pengawasan 

Tindakan pengawasan yang intensif yang 

dilakukan oleh Dinas Kersihan dan Pertamanan 

dalam meingkatkan kualita spengelolaan sampah 

telah memberikan berbagai dampak positif 

terhadap peningkatan kinerjanya sehingga 

pelayanan kebersihan yang diberkannya kepada 

masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. 
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Tabel I Analisis hasil dan manfaat pengawasan 

terhadap kualitas pengelolaan sampah 

Kriteri

a 

Hasil Pengawasan Manfaat 

Pengawasan 

Operasi

onal 

pengelo

laan 

sampah 

- Peningkatan jumlah 

penduduk dan 

jumlah sampah 

- Memastikan 

masyarakat agar 

benar-benar 

membuang sampah 

pada tempatnya.  

- Pembangunan 

rumah kompos 

setiap tahun dan 

pemenuhan depo 

sampah. 

Pengurangan 

jumlah sampah 

yang masuk ke 

Tempat 

Pembuangan 

Sampah/Akhir 

untuk 

memperpanjang 

umur TPA. 

Sosial - Kepedulian  

masyarakat 

terhadap program-

program terkait 

upaya pengelolaan 

sampah/kebersihan 

oleh Pemerintah. 

- Peranan aktif dari 

semua pihak 

(masyarakat, 

Pemerintah, 

swasta) dalam 

kelancaran 

pengelolaan 

sampah/kebersihan.  

- Selain 

membantu 

kelancaran 

kinerja 

Pemerintah, 

hasil/manfaat 

juga berguna 

bagi 

masyarakat 

baik dari segi 

ekonomi, 

sosial, 

kesehatan, dan 

faktor lainnya. 

- Membantu 

Pemerintah 

dalam 

memperbaiki 

maupun 

meningkatkan 

kualitas 

kinerjanya. 

Peratura

n  

Penerapan berbagai 

peraturan yang ada, 

baik tentang 

pengelolaan sampah 

maupun retribusi 

pelayanan 

kebersihan/persampa

han yang disertai 

dengan berbagai 

sanksi serius di 

dalamnya. 

Membantu 

pelayanan 

kebersihan/persa

mpahan kepada 

masyarakat 

menjadi lebih 

baik dan teratur. 

Kinerja 

Organis

asi 

- Pengawasan 

berlangsung setiap 

hari dan berlapis 

mulai dari 

pimpinan tertinggi 

Kota Surabaya 

Sebagai bentuk 

pertanggungjawa

ban kinerja 

Pemerintah 

dalam melayani 

masyarakat 

hingga internal 

Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan. 

- Laporan rutin di 

setiap kegiatan 

serta adanya tim 

khusus yang 

mengawasi 

masyarakat.  

dengan kualitas 

yang lebih baik.  

Data diolah dari hasil penelitian 

 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang intensitas 

pengawasan oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan dalam peningkatan kualitas 

pengelolaan sampah di Kota Surabaya, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dalam upaya 

meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di Kota 

Surabaya, intensitas pengawasan yang dilakukan 

oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan  sudah 

berjalan dengan baik. Hal ini didukung dengan 

adanya pengawasan yang cukup aktif dari luar 

organisasi dan pengawasan internal yang bersifat 

melekat dilakukan berlangsung setiap hari oleh 

Kepala Dinas hingga pada masing-masing pegawai 

dalam instansi tersebut. Penerapan pengawasan 

yang efektif didukung dengan pengembangan 

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 tahun 2000 

tentang Retribusi Pelayanan 

Kebersihan/Persampahan menjadi Peraturan 

Daerah No. 10 tahun 2012 tentang Retribusi 

Pelayanan Kebersihan/Persampahan dan tengah 

disusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 

Kebersihan. Setiap keluhan yang ada ditangani 

secepat mungkin kemudian dalam menangani 

berbagai penyimpangan pengelolaan sampah ini 

pihaknya melakukan tindakan korektif mendasar 

berupa sosialisasi dan yustisi yang dilaksanakan 

oleh tim khusus. Meskipun pengawasan yang 

dilakukan secara keseluruhan telah mengarah pada 

pengawasan yang efektif sesuai dengan ketetapan 

UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Surabaya tahun 2010-2015 serta 

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 10 tahun 

2012 tentang Retribusi Pelayanan 

Kebersihan/Persampahan, terdapat beberapa 

kelemahan penerapan pengawasan dalam 

pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan yang perlu diperhatikan yaitu pihaknya 

belum menetapkan standar baku yang khusus 

mengenai pengawasan pengelolaan sampah dan 

masyarakat belum sepenuhnya memenuhi 

kewajiban membayar retribusi sampah.   

Meskipun dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

mengalami beberapa kendala, pihaknya terus 

berupaya agar kendala-kendala tersebut dapat 

diatasi seperti dengan melakukan sosialisasi kepada 
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masyarakat, pembangunan rumah kompos, dan 

sebagainya. Dalam meningkatkan kualitas 

kinerjanya melalui pengelolaan sampah ini, upaya 

yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

tidak hanya mengembangkan inovasi terhadap 

pengelolaan kebersihan tetapi juga menggunakan 

seluruh sumber daya yang ada dengan optimal 

seperti mengalokasikan anggaran dana yang 

terbatas dengan sebaik mungkin, merespon dengan 

baik setiap keluhan yang diterima dari berbagai 

pihak dan segera menangani setiap keluhan, 

melibatkan semua pihak untuk mengoptimalkan 

pengelolaan sampah di Kota Surabaya, semakin 

meningkatkan pengawasan terhadap teknis 

pengelolaan sampah keseluruhan, meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, dan menyediakan 

sarana dan prasarana yang lebih baik seperti 

memperbanyak jumlah depo sampah dan juga 

rumah kompos sebanyak jumlah kecamatan yang 

ada di Surabaya yang juga memiliki alat untuk 

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Hal ini 

menunjukkan bahwa tindakan pengawasan yang 

intensif yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan dalam meningkatkan kualitas 

pengelolaan sampah telah memberikan berbagai 

dampak positif terhadap peningkatan kinerjanya 

sehingga pelayanan kebersihan yang diberikannya 

kepada masyarakat menjadi lebih baik dari keadaan 

sebelumnya.   

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran 

yang dapat diberikan, yaitu : (1) Peningkatan 

sosialisasi guna menumbuhkan komitmen 

masyarakat untuk bersama-sama melakukan 

pengelolaan sampah dengan baik serta 

meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah yang 

tidak hanya berdasarkan keluhan yang diterima 

tetapi juga lebih aktif dalam mengawasi setiap 

wilayah yang ada termasuk wilayah pinggiran, 

guna mengurangi pembuangan sampah liar. Hal ini 

bertujuan agar kinerja pemerintah seperti melalui 

program-program yang dibuat dapat terlaksana 

dengan baik dan lebih optimal, terlebih dengan 

adanya tim khusus yang bertugas mengawasi 

masyarakat. (2) Peningkatan sosialisasi  Perda No. 

10 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan 

kebersihan/persampahan sehingga masing-masing  

masyarakat bisa lebih tertib dan mengurangi 

jumlah sampah yang dibuang ke TPA sehingga 

memudahkan kinerja pemerintah dalam 

pengolahan sampah selanjutnya hingga pada 

kegiatan pemusnahan. Dalam pelaksanaan 

pengawasan pengelolaan sampah juga perlu segera 

dibentuk standar baku khusus pengawasan 

meskipun sebenarnya seluruh tindakan sudah 

mengarah pada standar pengawasan yang baik. (3) 

Secara keseluruhan kualitas kinerja perlu semakin 

ditingkatkan agar mampu meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan 

dinas/instansi pemerintah. 
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